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BAB I  
PERKEMBANGAN PARADIGMA 

ADMINISTRASI 
 

 

Model  penyelenggaraan  pemerintahan  mempunyai  posisi  yang  sangat  

berpengaruh  terhadap  jalannya  sistem  pemerintahan.  Setiap  model   dari   

penyelenggaraan   pemerintahan   dipengaruhi   oleh   paradigma   yang   

sedang   berkembang  dalam  ranah  Administrasi  Publik  pada  saat  tersebut. 

Ilmu Administrasi Publik dalam hal ini mengalami beberapa kali 

pergeseran  paradigma yang berawal dari paradigma Old Public 

Administration (OPA) sekitar tahun 1885/1887 sampai 1980an akhir, New 

Public Management (NPM) yang berkembang pada akhir 1980an sampai 

pertengahan 1990an dan juga New Public Service (NPS) yang berkembang 

sejak pertengahan tahun 1990an hingga sekarang. 

Denhardt  dan  Denhardt  mencoba  membagi  paradigma  administrasi  

Negara  atas  tiga  kelompok  besar,  yaitu  paradigma  The  Old  Public  

Administration  (OPA), The  New  Public Management (NPM)  dan  The  New  

Public  Service  (NPS).  Menurut  Denhardt  dan  Denhardt  paradigma  OPA  

dan  NPM  kurang  relevan  dalam  mengaddres persoalan-persoalan  publik  

karena  memiliki  landasan  filosofis  dan  ideologis  yang  kurang  sesuai  

(inappropriate)  dengan  administrasi Negara, sehingga perlu paradigma baru 

yang kemudian disebut sebagai NPS. 

 

A. PARADIGMA   ADMINISTRASI   NEGARA   MODEL   KLASIK  

/ OLD   PUBLIC   ADMINISTRATION (OPA) 

Paradigma  OPA  tidak  bisa  dipisahkan  dari  tiga  pemikiran,  yaitu  

paradigma  dikotomi  politik-administrasi,  rational-model  Herbert  Simon  

dan  teori  pilihan  publik  (public  choice). Pertama,   paradigma   dikotomi   

politik-administrasi   yang   mencoba   menawarkan   gagasan   pemisahan   

politik-administrasi   sebagaimana   yang   dikemukakan   oleh   Henry.   
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BAB II  
DYNAMIC GOVERNANCE DAN 

GOOD GOVERNANCE 
 

 

Penerapan good governance sebenarnya telah lama diterapkan oleh 

semua pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun demikian, 

masih banyak yang bingung memahami konsep governance. Konsep 

governance berkembang dari istilah government. Government atau 

pemerintah merupakan sebutan yang digunakan pada organisasi atau lembaga 

yang menjalankan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Menurut 

Dwiyanto (2015:1), konsep government ini lebih menitikberatkan pada 

penyelenggaraan pemerintah atau lembaga sebagai pengatur dan pelaksana 

tunggal sehingga dapat diterangkan sebagai konsep lama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, berkembang konsep baru 

yang disebut governance yang menggantikan konsep government dalam aspek 

maupun kajian pemerintahan. 

Secara sederhana, menurut Maryam (2016:3-4) banyak pihak memaknai 

governance sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini melibatkan 

tiga aktor besar bukan hanyapemerintah (government), dua aktor lain adalah 

sektor swasta (private sector) dan masyarakat(civil society). Karenanya, 

memaknai governance berarti memahami bagaimana integrasi peran antara 

pemerintah, sektor swasta dan civil society dalam suatu tatanan berdasarkan 

mufakat bersama. Dari pemaknaan governance diatas, penambahan kata sifat 

good dalam governance dapatdimaknai sebagai tata pemerintahan yang baik 

atau positif. Baik atau positif disini dimaksudkan apabila terdapat 

pengorganisasian secara maksimal darisumber daya dan potensi yang dimiliki 

oleh masing-masing aktor yaitu pemerintah, privat sektor, dan masyarakat atas 

dasar kesepakatan dan kebijaksanaan bersama terhadap visi yang ingin 

dicapai. Ketidakpastian masa depan atau perubahan membutuhkan tata kelola 
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BAB III  
PATOLOGI BIROKRASI 

 

 

Patologi birokrasi dalam pelayanan publik mengacu pada masalah atau 

gangguan yang terjadi di dalam sistem birokrasi atau administrasi 

pemerintahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 

Birokrasi pada dasarnya adalah sistem pengaturan dan pelaksanaan tugas-

tugas administratif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik. 

Namun, patologi birokrasi dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut dan 

bahkan dapat memperburuk masalah yang ada.  

Beberapa contoh patologi birokrasi dalam pelayanan publik termasuk 

prosedur yang rumit dan lambat, korupsi, penyalahgunaan wewenang, 

ketidaktransparan, diskriminasi, dan ketidakmampuan untuk memberikan 

layanan yang tepat waktu dan berkualitas. Semua masalah ini dapat 

mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan 

memperburuk ketidakpuasan mereka terhadap layanan publik. 

 Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi patologi 

birokrasi dalam pelayanan publik agar pemerintah dapat memberikan layanan 

yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui 

reformasi birokrasi, pengawasan dan akuntabilitas yang ketat, pelatihan dan 

pengembangan staf, dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses 

pengambilan keputusan.  

Beberapa kajian pustaka telah mengungkapkan patologi birokrasi dalam 

pelayanan publik. Misalnya, sebuah studi oleh World Bank pada tahun 2017 

menemukan bahwa birokrasi yang lambat, korupsi, dan ketidaktransparan 

adalah masalah utama dalam pelayanan publik di banyak negara berkembang. 

Studi tersebut juga menunjukkan bahwa birokrasi yang tidak efektif dapat 

menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Sebuah 

kajian oleh Miller dan Pekkanen (2015) menemukan bahwa patologi birokrasi 

seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat mempengaruhi 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan merusak legitimasi institusi 
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BAB IV  
REFORMASI BIROKRASI 

 

 

A. KONSEP REFORMASI BIROKRASI 

Dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan, sifat dan lingkup 

pekerjaannya, serta kewenangan yang dimilikinya birokrasi menguasai aspek-

aspek yang sangat luas dan strategis. Birokrasi menguasai kewenangan 

terhadap akses-akses seperti sumber daya alam, anggaran, pegawai, proyek-

proyek, serta menguasai akses pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki 

pihak lain. 

Dengan posisi, kemampuan, dan kewenangan yang dimilikinya tersebut, 

birokrasi bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan 

yang tepat secara teknis, tetapi juga untuk memperoleh dukungan yang kuat 

dari masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, birokrasi dengan aparaturnya juga 

memiliki berbagai keahlian teknis terspesialisasi yang tidak dimiliki oleh 

pihak-pihak diluar birokrasi, seperti dalam hal perencanaan pembangunan, 

pengelolaan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan 

transportasi transportasi dan lain-lain.  

Dalam konteks policy making process, birokrasi di Indonesia juga 

memegang peranan penting pada semua tahapan mulai dari tahap perumusan, 

pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi 

kinerjanya. Dari gambaran di atas nyatalah, bahwa birokrasi di Indonesia 

memiliki peran yang cukup besar. Besarnya peran birokrasi tersebut akan turut 

menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program dan 

kebijakan pembangunan. Jika birokrasi buruk, upaya pembangunan akan 

dipastikan mengalami banyak hambatan. Sebaliknya, jika birokrasi bekerja 

secara baik, maka program-program pembangunan akan berjalan lebih lancar. 

Pada tataran ini, birokrasi menjadi salah satu prasyarat prasyarat penting 

keberhasilan pembangunan. 

Peran birokrasi dengan fungsi administrasi negara dilakukan oleh 

birokrasi. Jadi birokrasi diartikan sebagai keseluruhan lembaga pemerintahan 
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BAB V  
REFORMASI BIROKRASI DAN 

PELAYANAN PUBLIK 
 

 

Ada tiga hal yang menarik dalam membahas pelayanan public yaitu 

pelayanan public, sector public dan penyediaan layanan atau services delivery. 

Pelayanan public berarti kegiatan dan pelayanan yang dilakukan dalam 

kapasitas pemerintah untuk kepentingan domain publik dan untuk 

kepentingan masyarakat umum. Layanan tersebut meliputi kepolisian, 

pertahanan, kesehatan, pendidikan, dll. Sektor Publik adalah sektor yang 

dimiliki atau paling tidak dikuasai oleh pemerintah untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat.  

Penyediaan Layanan mengacu pada sejauh mana layanan yang diberikan 

oleh sektor-sektor yang terdaftar memenuhi atau melampaui harapan 

penerima manfaat (masyarakat umum) (Shittu, 2020).    Pelayanan public 

menjadi makin penting karena tuntutan akan kualitas penyelenggaraan tata 

Kelola pemerintahan dianggap urgen untuk di rapikan ataupun diterjemahkan 

kembali dalam komponen perjalanan negara.  

Pelayanan publik sebagaimana diatur dalam (UU Undang Dasar 

Republik Indonesia Nomor 25, 2009) menunjukkan hubungan erat dengan 

tujuan untuk memberikan kepastian dalam hubungan antara masyarakat dan 

penyelenggara layanan sehingga hubungan ini menjadi instrumen penting 

dalam mewujudkan tata kelola yang semakin baik. Hal ini sejalan dengan 

tuntutan euforia reformasi yang bergulir dan menguatkan dinamika perubahan 

wacana demokratisasi dan transparansi terus tumbuh dan berkembang pesat 

(Winarno & Retnowati, 2019). 

Upaya untuk mencapai pelayanan public belum sepenuhnya mebuahkan 

hasil. Sebagai contoh Provinsi Sumatera Barat untuk rapor tahun 2021 yang 

dikeluarkan oleh Ombudsmen Indonesia tidak menggembirakan. Hasil survei 
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BAB VI  
REFORMASI BIROKRASI  

DI INDONESIA: TINJAUAN DARI 
PERSPEKTIF ADMINISTRASI 

PUBLIK 
 

 

Pada era orde baru, praktik KKN dan kepentingan penguasa seakan-akan 

menjadi perilaku para birokrat. Bahkan birokrasi yang berjalan di dalamnya 

seakan-akan dibangun untuk memperkuat para penguasa dan diibarakan 

sebagai kerajaan pejabat (Thoha, 2012). Padahal fungsi birokrasi ini 

menentukan kemiskinan, kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi suatu 

negara (Rasul and Rogger, 2017).  

Perilaku birokrat yang cenderung melalukan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN) semakin mengerucutkan image negatif birokrasi publik di 

masyarakat (Dwiyanto et al., 2002). Memasuki era reformasi, tantangan 

pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

adalah dengan mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan 

publik. Krisis yang muncul akibat bangunan birokrasi selama periode orde 

baru ini bahkan memicu protes di tingkat pusat maupun daerah (Dwiyanto et 

al., 2002; Thoha, 2012).      Akibat dari perilaku birokrat yang cenderung tidak 

mendukung pelayanan publik telah menyebabkan tujuan awal birokrat dalam 

memberikan layanan publik bergeser ke arah pragmatisme dan menurunkan 

integritas dan kualitasnya (Horhoruw et al., 2012).  

Idealnya penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah 

pemberi layanan public harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, 

dan nepotisme (KKN) (Girindrawardana, 2002). Lebih lanjut, dari sebuah 

survei dilaporkan bahwa indeks integritas layanan publik berada di peringkat 

70 dari 109 negara, bahkan di bawah negara-negara tetangga seperti Timor 
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BAB VII  
REFORMASI ADMINISTRASI 

DAN BIROKRASI 
PEMERINTAHAN DAERAH 
DALAM  MENIGKATKAN 

KUALITAS LAYANAN PUBLIK  
DI DAERAH 

 

 

Dalam upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan, pemerintah 

Indonesia terus  melakukan perubahan berbagai regulasi, baik dengan 

menyederhanakan regulasi yang ada, maupun menyusun regulasi yang baru, 

“streamline the bureaucracy “ and “reinvent government” (Croley, 2009: 4), 

dalam rangka memahami dan menyusun strategi untuk mengelola potensi 

negara, serta sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah 

terhadap proses pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.  

Dalam mengembangkan model ekonomi regulasi atau kebijakan 

pemerintah seharusnya : a) pemerintah memusatkan pada upaya 

memaksimalkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan b) pemerintah 

harus memiliki kapasitas administrasi yang memadai dalam melaksanakan 

pilihan kebijakan secara efektif (Brinkerhoff & Crosby, 2002: 4). Berbagai 

regulasi juga banyak diarahkan untuk melakukan reformasi dalam sistem 

pemerintahan yang dirasa kaku dan tidak responsif dalam melayani 

kepentingan Negara dan masyarakat, dimana birokrasi pemerintah semestinya 

kreatif dan inovatif dalam mengelola kepentingan Negara “bureaucracy and 

creativity (Styhre, 2007:57).  
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